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PEMERINTAH KABUPATEN SITUBOND0

PERATTiRAN DA ERAH KABTIPATEN STTUBONDO

NOMOR 7 TAHT]N 2OO4

TENTANG

SUSTINAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAIIMAT TTITIAN YANG MAIIA DSA

BUPA'I'I SI'IUBONDO,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status Kelembagaan
Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9
Tahun 2001 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas pertanian
Kabupaten Situbondo ditinjau kembali ;

bahwa guna maksud tersebut huruf a konsideran ini, dan sebagai
pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka optimalisasi
pelaksanaan kewenangan bidang peternakan perlu menetapkan Susunan
organisasi dan fata Kerja l)inas Peternakan Kabupaten Situbondo dengan
suatu Peraturan Daerah.

lJndang-undang Nomor 12 ]'ahun 1950 tentang pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalarn Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 9 ) juncto Peraturan pemerintah Nomor
28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan pemindahan Tempat
Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;

undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian
(l.cmbaran Negara ltepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) juncto Undang-undang
Nomor 43 Tahun I999 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor g
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Itepublik lndonesia 'l'ahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
llcprrblik lrrtkxrcsia Noruol 3tt()0) .

[,lltdang-ttrtdattg Ntutttlr 22 'l'ahun 1999 tcntang l)crnt:rintahan Daeralr
(l.r:nrbaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
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Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3848) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pernerintah dan Kewenangan Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomo r 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a262);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 'l'ahun 2003 tentang wewenang
Pengangkalan, Pemindahan, dan Pemberhentian pegawai Negeri sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
l.embaran Negara Nomor a2$);
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 2l rahun
2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan produk-produk
Ilukum Daerah ;

Kcputusan Mentcri l)alarn Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 'l'ahun
2001 tenlang llontuk Produk-produk tlukum Daerah ;

Koputusan Mentori Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 24 'l'ahun
200.l tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang
Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;

l)eraluran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2001 tentang
Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas pertanian Kabupaten Situbondo
(l.embaran Daerah Kabupaten situbondo, Seri c, tanggal l2 pebruari 2001,
Nomor glc).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBOND0

lヽEMUTUSKAN:

PERATIり RAN DAERAH KABUPATEN SITU30NDO TENTANG
SUSlINAN ORCANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN SITUBOND0

BABI
KETENTUAN IJⅣ IUDII

Pasal I

Dalarn Pcraturan Dacrah ini yang dimaksud dcngan :

l. Pcmerintalt Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom
yang lain scbagai Badan Eksckuti['Daeratr ,

2. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
kepada Daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia ,
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3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada
cubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah ;

4. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan
lncngurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
bsrdasarkalr lsllirasi rnasyarakaI scsuai dcngan pcraturan pcrundang-
undangan ;

5. Daerah Otonom, selajutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang men'lpunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan
lncngurus ke pentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sentliri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalarn ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia ;

6. Bupati adalah Bupati Situbondo;
7. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
8. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten situbondo ;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas peternakan Kabupaten Situbondo ;
10. Unit Pelaksana Teknis f)inas, selanjutnya disingkat uprD, adalah unsur

pelaksana operasional Dinas ,
I l. [-lewan, adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara

maupun yang liar ;

12. Ternak, adalah hewan yang hidupnya antara lain mengenai tempat
perkernbangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh **,riiu
serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang
berguna bagi kepentingan hidup manusia ;

13. l)etemakan, adalah pengusahaan ternak;
14. l'}enyakit Ilewan Menular, adalah penyakil hewan yang membahayakan,

karcna sccara cepat dapat n.renjalar dari hervan pa<la hewan atau pada
tttanusia darr discllabkan olch Virus, Bakteri, Cacing, Protozoa, Parasii dan
.lanrur ;

15. Zoonosis, adalah ponyakit yang dapat rnenular dari hewan pacla rnanusia dan
sebaliknya ;

16. Kesehatan Masyarakat veteriner, adalah urusan yang berhubungan dengan
hewan, bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung aiau
tidak langsung merlpengaruhi kesehatan manusia ;

l7- Ante mortem, adalah pemeriksaan hewan sebelum dipotong;
18. Post mortem, adalah pemeriksaan daging setelah hewan dipotong.

BAB II

PEⅣIBENTUKAN

Pasa1 2

Dcngan Pcraturan Dacrah ini dibentuk lDinas Pctcrnakan Kabupatcn Situbondo.

BAB HI
KEDUDljKAN,

1)i:las i)ctcrnakan nlcrupakan

bidan3 petcrnakan i

TUGAS DAN FUNGSI

Pasa1 3

unstir pclaksana Pcmcrintah Kabupatcn di

1 1

キ
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(2) Dinas Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

(3) Dinas Peternakan dalanr melaksanakan tugasnya di bidang teknis
adrninistrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas l)eternakan nlernpunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
kewcnangan di bidang petcrnakan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas
Peternakan nrenyelenggarakan lungsi :

a. Perumusan kebijakan tcknis di bidang peternakan ;

b. Penyusunan program di biclang peternakan ;

c. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi di bidang
peternakan ;

d. I)ernberdayaan dan peningkatan usaha peternakan ,

c. Pcnyecliaart, pengadaan, dan pendistrrtlusian sarana dan prasarana produksi
l)cternakan ;

l. Pembinaan dan penyuluhan peningkatan produksi dan mutu hasil
peternakan, serta pemasaran hasil petemakan ;

g Pernberdayaan dan pengernbangan Sumber Daya Manusia Kelompok T'ani
Ternak ;

h. Penanggulangan hama dan penyakit ternak ;

i. Pelaksanaan pernberian izin dan pelayanan umuln di bidang usaha
petemakan;

j Pengkajian dan penerapan teknologi peternakan di tingkat petemak,
k. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Peternakan ;

l. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;

m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ,

n. Pelaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

I}AB IV
ORGANISASI

Pasal 6

( I ) Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :

a. Kepala f)inas ,

b. Bagian Tata Usaha;

c. Bidang - bidang

d. Sub - sub l3agian ;

c. Seksi-seksi;
I. Kelornpok .labalan liungsional ;
g Unit Pelaksana'['eknis [)inas.



(2) Bagian Tata usaha dipimpin oleh Kepala Bagian'I'ata Usaha, dan Kepala
Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing- masing berada di
bawah dan bertanggung jarvab kepada Kepala Dinas .

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Situbontlo
sebagaimana tprcantum dalam l,ampiran dan nrcrupnkan bagian varrg lirlnk
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

BACIAN TATA USAHA

Pasal 7

Bagian I'ata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis
administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas t

Peternakan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam l)asal 7, Bagian 'l'ata *''

Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan tala usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan
administrasi di lingkungan Dinas Perternakan ;

b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas perternakan 
:

c. Pelaksanaan urusan keuangan ;

d. Pelaksanan urusan bina program ;

e. l)elaksanan urusan kepegawaian ;

f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas,;

g- Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepara Dinas.

Pasal 9

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum ;

b. Sub Bagian Perencanaan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipimpin
oleh Kepala sub Bagian yang berada di bar,vah dan bertanggung'.jarvab
kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian lKcdua

BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN
MASVARAKAT VETERINER

l)asal l0

Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat veteriner mempunvai tugas
membantu Kepala Dinas dalarn lnelaksanakan tugers Dinas l)ctcrrrakan cli fiidirrr,,
Kesehatan I'lervan dan Masyarakal Veterincr.

⌒
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Pasal 1 1

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang
Kesehatan I'lewan dan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :

a. Pengendalian dan kewaspadaan dini penyakit hewan menular;
b. Penolakan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan, dan pengobatan

hervan ;

c. Perurnusan pelayanan penanganan kasus dan penyidikan penyakit hewan;
d. Peramalan dan pemetaan kasus penyakit hewan ;

e. Pengawasan zoonosis dan pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat dan
lingkungannya ;

f. Pengarvasan kesehatan dan peredaran bahan makanan asal hewan;
g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

h. Pelaporan lrasil pelaksanaan tugas ;

i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(l ) Bidang Kesehalan Hervan dan Masyarakat Veteriner terdiri dari .

a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ;
b, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin oleh
Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
tlidang Kesehalan Hewan dan Masyarakat Veteriner.

Bagian Ketiga

BIDANC PENYEBARAN DAN
PENGEPIBANGAN PETERNAKAN

Pasal 13

Bidang Penyebaran dan Pengembangan peternakan mempunyai tugas
membantu Kepala Drnas dalam melaksanakan tugas Dinas Peternakan di bidang
Penyebaran dan Pengembangan Petemakan.

[']asal 14

Ljntuk rnelaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang
l)en1'ebaran dan Pengembangan l)cternakan menyelenggarakan tungsi :

a. Pengindentifikasian lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan ;
b. l'>embinaan indentitikasi potensi wilayah penyebaran dan pengembanagan

peternakan;

c. Pelaksanaan bimbingan pengembangan ternak di daerah pengembangan ;
r.l l)crralaan distribusi darr rcclislril>usi lcrnak ;

e. l'}enyelenggaraan pembinaan terhadap peternak dan badan hukum yang
bergerak dalarn bidang peternakan ;

f. Pemberian izin usaha peternakan ;

g Pelaksanaan bimbingan promosi dalam pengembangan dan perluasan pasar
hasil peternakan ;

h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

■
，
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i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
j Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

(l ) tlidang Penyebaran dan Pengembangan peternakan tercliri dari :

a. Scksi ldcntilikasi dan l)crizinan ;

b. Seksi l)istribusi dan I(edistribusi 'l-ernak.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud padaayat(l), dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Penyebaran dan pengembangan peternakan

Bagian Keempat
BI DANG I'RODUKSI PE'I'ERNAKAN

Pasal l6

Bidang Produksi Peternakan rnempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan tugas Dinas Peternakan di bidang produksi peternakan.

Pasal 17

Untuk rnelaksanakan tugas dimaksucl dalam pasal 16, Bidang produksi
Peternakan menyelenggarakan fungsi :

a. l'elaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis budidaya dan teknologi serta
reproduksi ternak ;

b. l)crumusan pengernbangan biotcknologi peternakan ;

c. Pengusahaan peningkatan mutu ternak meralui rekayasa genetik ;
d. Pengusahaan bimbingan dalam peningkatan mutu pakan temak dan

pengembangan hijau makan ternak ;
e. Pengusahaan karvasan usaha petemakan ;

t. Pengarvasan pemanfaatan sumberdaya alam, lingkungan hidup, dan energi
yang digunakan untuk pengembangan peternakan ,

8- Penyelenggaraan penyuluhan tentang produksi, reproduksi, dan tatalaksana
peternakan ;

h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ,

i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

j Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal I 8

(l ) Bidang Bidang Produksi peremakan terdiri dari .

a. Seksi Pakan Temak ,

b. Seksi Perbibitan.

(2) Masing-rnasing Seksi sebagaimana dimaksucl pacla ayat (l), dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Produksi peternakan.



8

Bagian Kelima
KELOM POK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

( l) Kelompok Jabatan Fungsional mernpunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas teknis Dinas Peternakan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;

(2) Kclornpok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjan!
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai
dengan keahliannya ;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional
senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas;

(4) Jumlah Jabatan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(5) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Bagian Keenam

UNIT PELAKSANA TI,KNIS DINAS

Pasal 20

unit Pelaksana 'feknis Dinas merupakan unsur pelaksana operasional
Dinas yaitu menyelenggarakan sebagian urusan Dinas peternakan dalam
suatu tugas teknis operasional tertentu ;

Ljnit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada f"putu Dinas ;

Unit l']claksana J'eknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 21

( I ) Sernua satuan organisasi di lingkungan Dinas peternakan dalam
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
simplifikasi, dan sinkronisasi ,

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada
l3upati rnr: lalui Sekretaris Daerah ;

(3) Kepala Bagian Tata usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala
Seksi berkervajiban melaksanakan prinsip-prinsip keterpaduan dan
pemanfaatan pelaksanaan program, baik dalam lingkup Dinas maupun
dengan lnstansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing setelah
mendapatkan petunjuk dari Kepala Dinas ;

(4) Kepala Bagian Tata usaha, Kepala Bidang, Kepala sub Bagian dan Kepala
Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan dan
pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan pelaksanaan tugasnya
menurut jenjang jabatan masing-masing.

つ
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BAB VI
:D::N(:AN(]KA'1'AN:)ANI)liⅣ l:311:t:‖ ]NT:AN

DAIJAM JABATAN

Pasal 22

( l) Kepala Dinas Peternakan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh
Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati ;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

(l ) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap ;

(2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Peternakan berhalangan
dalarn rnenjalankan tugasnya, maka Atasan Lansung Pejabat dimaksud dapat
menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VⅡ

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 24

lJraian tugas rnasing-nrasing Kcpala Sub l]agian dan Kepala Seksi Dinas
l)clcntakan akan diatur dalam Kcputusan tlupati dengan lrerpedoman kepada
ketenluan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 Januari 2004
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Diundangkan di Situbondo
panda tanggal 3 Pebruari 2004
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NO■10R7 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DlNAS PETERNAKAN KABUPATEN SITUBOND0

PEN.II'LASAN T]MUM

l)cngatt lolah ditotapkan nya l)oraturan l)erncrintah Nornor 8'l'ahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi l)crangkat l)aerah, maka stalus kelembagaan Sub Dinas Peternakan pada Dinas
l)crtattiatt Kabupatcn Situbontlo sebagimana diatur dalam Pcraturan daerah Kabupaten
Situbondo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pertanian Kabupaten Situbondo, Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal
l2 pebruari 2001, Nomor 9/C, perlu untuk ditinjau kembali.

‖。 1)1]NJEl″ ASAN PASAL DEMIPASAL

Pasal I Pasal ini memuat pengertian istilah yang
dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah
timbulnya salah tafsir dalam memahami dan
melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam
Peraturan Daerah ini.

Cukup jelas.

Yang dimaksud Pejabat Fungsional adalah kedudukan
yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal l9 ayat (2) sampai dengan
l'asal 25 . ' Cukup jclas.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 :

Pasal 19 ayat (l) :

TAMBAHAN I′ EMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 14
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